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RINGKASAN

Pemberlakuan PPKM Mikro dan pendirian posko penanganan covid-19
mengakibatkan perubahan anggaran 2021. Pendirian posko penanganan covid-19 di
tingkat desa dan perluasan pelaksanaan kegiatan masyarakat kesulitan (PPKM) ke
tingkat RT sama-sama membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Desa
Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, menjadi lokasi penelitian.
Permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode kualitatif dengan
strategi purposive sampling. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data. Hasil temuan menunjukkan bahwa sesuai dengan teori yang ada,
Pengelolaan dana desa harus transparan untuk mendukung penggunaan PPKM mikro
di Desa Mulyoagung dapat diartikan sebagai penyediaan informasi yang tertata rapi
dan akurat serta perencanaan alokasi dana desa. Dana PPKM mikro bersama tokoh
masyarakat. digunakan. Tingkat partisipasi tokoh masyarakat dan agama dari RW
hingga RT menjadi faktor pendukung, sedangkan kendala teknis pelaporan menjadi
faktor penghambat.

Kata Kunci: Transparansi, Dana desa, PPKM mikro



BAB |
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang

Dalam Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 ayat 1 pasal 2 disebutkan bahwa
keuangan desa harus dikelola secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip transparan,
akuntabel, dan partisipatif. Partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi adalah tiga
prinsip panduan yang harus bekerja sama. Transparansi merupakan asas yang
menekankan pada keterbukaan dalam pengelolaan, akuntabilitas yang dapat diartikan
sebagai tanggung jawab hukum, dan partisipasi yang berarti mengikutsertakan
masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Hal ini dimaknai untuk
mencegah terjadinya kecurangan di kemudian hari saat mengelola keuangan desa. Di
sisi lain, peraturan Pemdagri telah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi
baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

Keterbukaan terhadap akses inilah yang dimaksud dengan istilah
“transparansi”’. Penggunaan dana dari anggaran desa ditekankan oleh transparansi ini.
Oleh karena itu, sosialisasi kepada seluruh masyarakat sangat diperlukan desa tentang
tujuan penggunaan dana desa. Ini dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan rasa
hormat terhadap hukum dan aturan.

Pergeseran struktur anggaran merupakan salah satu tantangan yang dihadapi
pengelolaan dana desa saat ini. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 memuat
penyesuaian terhadap posisi anggaran itu sendiri. Hal ini menandakan pemerintah telah

mempertimbangkan untuk melakukan perubahan anggaran sejak Permendagri



diterbitkan pada tahun 2014. Pembentukan posko penanganan covid-19 dan
pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat lokal (PPKM) menjadi penyebab
perubahan anggaran tersebut. anggaran tahun 2021. Pendirian posko penanganan
COVID-19 di desa dan perluasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga
tingkat RT sama-sama membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Alhasil, Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 menjelaskan pada diktum ketujuh poin
a bahwa Dana Desa mencakup kebutuhan di tingkat desa dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) dapat ditopang oleh desa lain. sumber pendapatan.
Berdasarkan informasi yang disajikan mengenai perubahan anggaran untuk
dana desa. sehingga masyarakat harus sudah mengetahui perubahan anggaran sebelum
diimplementasikan. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung
Pelaksanaan PPKM Mikro Pencegahan Wabah Covid-19 (Studi di Desa Mulyoagung

Kecamatan Dau Kabupaten Malang)” menjadi judul penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian, khususnya:
1. Bagaimana Transparansi pengelolaan dana desa dalam mendukung pelaksanaan
PPKM Mikro di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi pengelolaan dana desa
dalam mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Mulyoagung Kecamatan

Dau Kabupaten Malang?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Mulyoagung dengan menyadari
keterbukaan pengelolaan dana desa

2. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau
Kabupaten Malang perlu diketahui baik faktor pendukung maupun penghambat

transparansi pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Potensi Manfaat: sebagai informasi, wawasan, dan referensi.
2. Manfaat praktis: sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi dalam pengelolaan

dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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